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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan produksi pertambangan batu bara sebagai sumber energi tak

terbaharukan (non renewable energy resources) di Indonesia sampai saat ini cukup

pesat. Data terakhir hingga tahun 2008 dari statistik batu bara dunia (Sumber:

World Coal Statistic/IEA, 2009) menunjukan bahwa Indonesia telah menjadi

negara pengekspor batu bara nomor 2 di dunia (sebesar 203 juta ton) setelah

Australia (sebesar 252 juta ton), bahkan pada tahun 2007 ekspor batu bara

Indonesia pernah menduduki peringkat pertama mencapai 164,5 juta ton.

Berdasarkan data Badan Geologi tahun 2008, sumber (resources) batu bara

di Indonesia sebanyak 104,76 miliar ton, selain dijadikan komoditas ekspor ke luar

negeri juga menjadi salah satu komoditas yang diperdagangkan di dalam negeri

terutama untuk sektor industri seperti: PLTU, semen, industri tekstil, industri

kertas, metelurgi, briket, dan lain-lain dengan jumlah penggunaan mencapai 36 juta

ton di tahun 2005 (TekMIRA, 2006; DPPMB, 2006).

Propinsi Aceh memiliki sumber energi batu bara potensial yang tersebar di

beberapa daerah seperti Meulaboh, Aceh Barat, Singkil, dan Nagan Raya. Sektor

pertambangan merupakan sektor terpenting di Propinsi Aceh mengingat peranan

sektor tersebut dalam pembentukan PDRB yang mencapai 30,95% (BKPM Aceh,

2012). Praktek Corporate Social Responsibility (CSR) yang selama ini dilakukan

oleh perusahaan pertambangan belum menunjukkan hasil yang signifikan,

khususnya bila dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat malah

memicu berbagai konflik sosial ekonomi. Pada sisi lain keberadaan tambang batu

bara juga menimbulkan permasalahan lingkungan hidup, termasuk erosi tanah,

polusi debu, suara dan air, serta dampat terhadap keanekaragaman hayati setempat

(World Coal Institute, 2005).

Model berbasis sinergisitas stakeholder dan manajemen ekoregion sebagai

pendekatan yang holistic diharapkan dapat menjadi peluang pemberdayaan

masyarakat sekitar tambang batu bara dan menggerakkan ekonomi rakyat,

sekaligus sebagai salah satu upaya pemberantasan kemiskinan di Provinsi Aceh.
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1.2 Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Batu bara adalah suatu industri global, dimana batu bara ditambang secara

komersial di lebih dari 50 negara dan batu bara digunakan di lebih dari 70 negara.

Dunia saat ini mengkonsumsi batu bara sebanyak lebih dari 4050 Juta. Batu bara

digunakan diberbagai sektor termasuk pembangkit listrik, produksi besi dan baja,

pabrik semen dan sebagai bahan bakar cair.

Produksi batu bara saat ini berjumlah lebih dari 4030 Juta suatu kenaikan

sebesar 38% selama 20 tahun terakhir. Pertumbuhan produksi batu bara yang

tercepat terjadi di Asia, sementara produksi batu bara di Eropa menunjukkan

penurunan. Negara penghasil batu bara terbesar adalah Cina, AS, India, Australia,

Indonesia dan Afrika Selatan. Sebagian besar dari produksi batu bara dunia

digunakan di negara tempat batu bara tersebut di produksi, hanya sekitar 18% dari

produksi antrasit yang ditujukan untuk pasar batu bara internasional. Saat ini batu

bara menjadi bahan bakar pembangkit listrik dunia sekitar 39%. Konsumsi batu

bara ketel uap diproyeksikan untuk tumbuh sebesar 1,5% per tahun dalam jangka

waktu 2002-2030. (World Coal Institute, 2005).

Meskipun isu tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social

responsibility-CSR) sudah cukup lama muncul di negara-negara maju, namun di

Indonesia, isu tersebut baru akhir-akhir ini mengalami perhatian yang cukup intens

dari berbagai kalangan. Respons pemerintah terhadap pentingnya CSR ini

misalnya terlihat dari dikeluarkannya Kebijakan Pemerintah melalui Kepmen.

BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003, yang mengharuskan seluruh BUMN untuk

menyisihkan sebagian labanya untuk pemberdayaan masyarakat yang dikenal

dengan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL).

Gagasan Model sinergisitas stakeholders ini didasarkan pada fakta bahwa

sudah cukup banyak, program/proyek yang dikucurkan oleh pemerintah, seperti

Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Candak Kulak (KCK), Supra Insus, Kredit

Usaha Kecil (KIK), Kredit Candak Kulak (KCK), Pembangunan Kawasan Terpadu

(PKT), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Jaring Pengaman Sosial (JPSPDMDKE),

termasuk dana CSR oleh korporat belum menunjukkan hasil optimal kalau tidak

disebut gagal. Kajian terhadap program-program tersebut menunjukkan bahwa
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penghantaran sumberdaya finansial (modal) semata tidaklah cukup tanpa dibarengi

oleh persiapan sosial yang memadai sebelum bergulirnya sumberdaya modal.

Model sinergisitas stakeholders ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada

satu pihakpun yang sanggup secara sendirian menjalankan fungsi yang sangat

kompleks dalam upaya pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat,

khususnya masyarakat miskin. Model ini juga sangat relevan dengan tuntutan

global bagi perusahaan (korporasi) untuk menjalankan Good Corporate

Governance (GCG), dengan melibatkan berbagai stakeholder.

Bila korporat sungguh-sungguh bersedia menyisihkan sebagian

keuntungannya (1-5%) saja dari labanya, maka sangat mungkin untuk

menghimpun dana program CSR. Pemerintah juga memiliki kelebihan dalam

penghantaran finansial dan membuat regulasi terkait dengan implementasi CSR.

Sementara itu, Perguruan Tinggi/Civil Society/LSM memiliki kelebihan dalam

melakukan persiapan sosial. Agar kolaborasi tersebut dapat berjalan efektif dan

efisien, dalam relasi antar stakeholders dengan masyarakat, harus didasari dengan

elemen social capital yaitu trust. Dalam kondisi masyarakat yang miskin,

mempersiapkan masyarakat sebelum penghantaran sumber daya modal (finansial)

adalah bagian dari proses pemberdayaan (empowering). Dalam konteks seperti ini,

Model sinergisitas stakeholders menjadi satu alternatif solusi bagi pemberdayaan

masyarakat miskin di Provinsi Aceh.

Konsumsi energi dapat memiliki dampak penting terhadap lingkungan

hidup. Menekan dampak negatif dari kegiatan manusia terhadap lingkungan hidup

termasuk penggunaan energi merupakan prioritas global. Eksploitasi

sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung

lingkungan akan mengakibat-kan merosotnya kualitas lingkungan. Hubungan

manusia dengan lingkungan hidupnya adalah sirkuler, berarti jika terjadi

perubahan pada lingkungan hidupnya dan meningkatkan risiko bencana maka

manusia akan terpengaruh. Penetapan ekoregion memiliki perencanaan dalam

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat menjamin perlindungan

terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

serta perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.
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LAMPIRAN 4. Dokumentasi

Pertemuan dengan Kepala Bappeda Aceh Barat
selakut stakeholder

Foto Bersama kepala Bappeda

Pertemuan dengan Manajemen PT. Mifa
Bersaudara

Foto bersama manajemen PT. Mifa
Bersautdar

Wawancara dengan masyarakat sekitar
tambang batubara

Wawancara dengan masyarakat sekitar
tambang batubara
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Mobil operasional PT.Mifa Bersaudara Lokasi Pertambangan Batubara

Pemberdayaan ikan  dengan keramba
Tancap

Ikan Nila

Program Bina Petani Foto bersama staf PT. Mifa Bersautdara
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Salah sattu program Pemberdayaan Wawancara dengan Petani
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